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E-commerce merupakan suatu contoh dari kemajuan teknologi informasi di manatransaksi bisnis tidak
dilakukan secara konvensional. PPN akan dikenakan jika terdapat penyerahan dan boleh tidak terjadi
pembayaran tetapi setiap penyerahan akan dikenakan PPN. Muncul kekeliruan terkait pengenaan PPN
PMSE ini atas pembayaran atau penyerahan karena dalam transaks sistem elektronik ini konsumen
melakukan pembayaran terlebih dahulu sebelum adanya penyerahan BKP karena pada prinsipnya
berdasarkan Pasal 4 UU PPN, PPN dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pgjak. Oleh karenaitu penulis
membahas pengaturan mengenai PPN PM SE dan pengawasan DJP terkait pengenaan PPN PM SE. Penulisan
ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan mengenai PPN PM SE dan pengawasan DJP terkait pengenaan
PPN PM SE dan dilakukan dengan metode yuridis normatif. Pemberlakuan PMK No 60/PMK.03/2022
tersebut tidak selaras dengan ketentuan Pasal 23A UUD 1945 di mana pada pasal 23A menyebutkan bahwa
pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Peraturan PerUUan.
Oleh karena itu diperlukan perubahan Undang-Undang PPN karena perkembangan ekonomi saat ini yang
sangat dinamis. Peran pengawasan DJP dalam menghimpun PPN dari PM SE adalah untuk memastikan
bahwa proses pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN PM SE telah sesual dengan peraturan yang
berlaku dengan menerapkan prinsip keadilan dan harus lebih ditingkatkan.

...... E-commerce is an example of advances in information technology where business transactions are not
carried out conventionally. VAT will be charged if there is adelivery and there may be no payment but
every submission will be subject to VAT. Therefore, the author discusses the regulation regarding TTES
VAT and DGT supervision regarding the imposition of TTES VAT. Thiswriting amsto analyze the
regulation regarding PMSE VAT and DGT supervision regarding the imposition of TTES VAT and is
carried out using a normative juridical method. The enactment of PMK No. 60/PMK.03/2022 isnot in line
with the provisions of Article 23A of the 1945 Constitution where states that taxes and other leviesthat are
coercive for state purposes are regulated by alaw. Therefore, it is necessary to amend the VAT Law because
of the current very dynamic economic development. Therole of DGT's supervision in collecting VAT from
TTES isto ensure that the process of collecting, depositing, and reporting TTES VAT isin accordance with
applicable regulations by applying the principle of justice and must be further improved.depositing, and
reporting TTES VAT isin accordance with applicable regulations by applying the principle of justice and
must improved.
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